[ SALINAN ]

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Peraturan.......
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6933);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

18. Peraturan.......
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

22.Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);

24. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun
2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai
Nomor 58);

25. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Binjai
Tahun 2021 Nomor 21);

26. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun
2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 19;

27.Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai
Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor
13);

28. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun
2024 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 6 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1.......

https://jdih.binjaikota.go.id/



https://jdih.binjaikota.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 berjumlah Rp.1.011.702.196.896,00 (satu triliun sebelas
milyar tujuh ratus dua juta seratus sembilan puluh enam ribu
delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar
Rp.64.889.917.173,24 (enam puluh empat milyar delapan
ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas
ribu seratus tujuh puluh tiga koma dua puluh empat rupiah)
sehingga menjadi Rp.1.076.592.114.069,24 (satu triliun tujuh
puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus
empat belas ribu enam puluh sembilan koma dua puluh empat
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a.semula Rp.1.011.502.196.896,00

b.bertambah/(berkurang) Rp. 53.257.628.139,00

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah perubahan Rp.1.064.759.825.035,00
2.Belanja.......
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2.Belanja Daerah

a.semula Rp.1.009.702.196.896,00
b.bertambah/(berkurang) Rp. 64.243.232.052,65
Jumlah Belanja Daerah

Setelah perubahan Rp.1.073.945.428.948,65

3. Pembiayaan Daerah
a.penerimaan Pembiayaan

1) semula

Rp. 200.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 11.632.289.034,24
Jumlah penerimaan
Pembiayaan setelah

Perubahan

Rp. 11.832.289.034,24

b.pengeluaran Pembiayaan

1) semula

Rp. 2.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 646.685.120,59
Jumlah pengeluaran
Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 2.646.685.120,59

Jumlah Pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 9.185.603.913,65

Sisa lebih Pembiayaan

anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri

dari:
1. Lampiran I

2. Lampiran 1I

3. Lampiran Illa

4. Lampiran IIIb

5. Lampiran IVa

6. Lampiran IVb

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025;

Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, @ Sub  Kegiatan,

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
Tahun Anggaran 2025;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang
Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
Tahun Anggaran 2025;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Barang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran
2025;

7. Lampiran Va.......
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10.

11.

12.

13.

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Va

Vb

Via

VIb

Vic

VII

VIII

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan Dbersifat
Umum Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2025;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan Dbersifat
Khusus Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2025;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun
Anggaran 2025;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran
2025;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2025;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan
dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5.......
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Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

u . e
Sa tdengan aslinya Ditetapkan di Binjai

-B\r\m/pmn KOTA BINJAI pada tanggal 14 November 2025
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 November 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,
ttd

CHAIRIN FITRI SIMANJUNTAK
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 18
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